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WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa standar harga satuan merupakan salah satu
pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang
peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas
perencanaan penganggaran di daerah;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan
estimasi batasan tertinggi terhadap besaran satuan
harga dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang,
perlu disusun standar harga satuan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga
Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Harga Satuan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA

Menetapkan SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan adalah standar atau dasar pembanding ukuran dalam perhitungan
biaya komponen masukan kegiatan.

9. Tim...
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Standar Harga Satuan adalah satuan biaya tertinggi untuk satuan
pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka
penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana
SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi SKPD
dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

a. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran SKPD;

b. untuk keseragaman biaya dan/atau harga dan jasa; dan

c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam
rangka pengendalian anggaran.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan APBD berpedoman kepada Standar Harga
Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Standar Harga Satuan dalam Lampiran I berfungsi sebagai batas tertinggi

dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(2) Standar Harga Satuan dalam Lampiran II berfungsi sebagai batas tertinggi

dalam perencanaan dan berfungsi sebagai estimasi dalam pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar
Harga Satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6...
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Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang
Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 November 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,
ttd.
SONNY BUDAYA PUTRA
Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 22



